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Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel 
Kota Makassar Tahun 2011 - 2015 
 
Analysis Of Factors Affecting The Revenue Of Hotel Tax 
 in Makassar City Years 2011-2015 
 
Syamsul Irawan  




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi 
penerimaan pajak hotel diKota Makassar Tahun 2011 - 2015. Jenis penelitian 
adalah tipe kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menyebar kuisioner kepada 
wajib pajak hotel diKota Makassar untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak 
kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan penerimaan pajak 
hotel diKota Makassar. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara bersama - 
sama faktor - faktor seperti sanksi perpajakan dan pengawasan petugas pajak 
(fiskus) kepada wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di 
Kota Makassar. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
hotel di kota Makassar. Pengawasan petugas pajak terhadap wajib pajak 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar.  
 
Kata Kunci: Sanski perpajakan, pengawasan fiskus, penerimaan pajak 
 
 
This study aimed to analyzeted influence of the factors taxpayers against the 
revenue of hotel tax in Makassar city years 2011- 2015. This type of research is 
the type of quantitative research. Research carried out by spreading 
questionnaires to taxpayers hotel in Makassar city to determine tax compliance 
and then analyse their effect on the growth of the revenue of hotel tax in 
Makassar city. Simultaneous test result showed that jointly factors such as tax 
penalties and supervision of tax officials (tax authorities) to taxpayers effect on 
the revenue of hotel tax in Makassar city. Concierge supervisor tax (tax 
authorities) effect on revenue of hotel tax in Makassar city. 
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1.1   Latar Belakang 
Pemberlakuan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah merupakan pedoman pelaksanaan otonomi daerah di 
Indonesia. Otonomi daerah memberikan dampak bagi setiap pemerintah daerah 
dalam kewenangan mengelola potensi yang dimiliki dalam rangka menghasilkan 
sumber – sumber penerimaan untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah 
daerah harus mampu bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika 
tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain.  
Pemanfaatan potensi daerah yang terbatas harus mampu untuk 
menopang eksistensi ekonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan ekonomi yang 
mandiri setiap daerah harus mampu mempersiapkan strategi perencanaan 
pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu potensi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pemungutan pajak daerah. Pajak daerah 
dan distribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan 
daerah.  
Berdasarkan undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi, pemerintah pusat secara tegas telah membagi atau 
mengklasifikasikan kewenangan memungut pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak 
Daerah. Khusus untuk pajak daerah, Pemerintah Pusat membagi lagi menjadi 
dua, yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap tingkatan pemerintah 
hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan 
tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan 
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untuk menghidari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam 
pemungutan pajak terhadap masyarakat. Mengenai hal tersebut Pemerintah 
Pusat telah menuangkannya dalam bentuk undang – undang yaitu Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Dalam Pasal 2 Pajak Daerah di bagi menjadi dua jenis yaitu 
Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. 
Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 
kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak 
Kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 
reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak 
parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
Kewenangan dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh Kementerian 
Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan 
kewenangan dalam memungut pajak daerah diserahkan kepada pemerintah 
daerah masing-masing dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan 
Kota/Daerah. 
Dalam pelaksanaanya setiap pemerintah daerah mengalami hambatan 
yaitu keterbatasan sumber dana, kemampuan sumber daya manusia, dan sistem 
pengelolaan dan admistrasi sehingga penerimaan yang potensi hanya 
bersumber dari beberapa jenis pajak saja, Misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
Pajak Hiburan atau Pajak Reklame. 
Pajak Hotel adalah salah satu jenis pajak yang berpotensi saat ini seiring 
berkembangnya suatu daerah akibat meningkatnya promosi pariwisata baik 
didalam maupun diluar negeri. Indikator meningkatnya sektor pariwisata salah 
satu ditunjukkan dengan bertambahnya hotel, cottage, penginapan dan berbagai 
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jenis gedung yang menyediakan jasa hunian sementara. Menurut UU Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel disamakan 
dengan Pajak Restoran. Namun dengan adanya perubahan undang-undang 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dikeluarkannya UU Nomor 34 Tahun 2000 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan sekarang telah disempurnakan 
dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel dan Restoran dipisahkan 
menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri yang mengindikasikan besarnya potensi 
akan keberadaan kedua pajak ini dalam pembangunan suatu daerah. 
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
pajak daerah kota Makassar dan perubahannya Nomor 02 Tahun 2012, 
disebutkan, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga 
motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan 
dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
Letak Kota Makasar yang strategis menjadikan Makassar berkembang 
pesat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, Makassar telah tumbuh 
menjadi kota Metropolitan di kawasan Timur Indonesia. Sejak zaman dahulu 
Makassar menjadi kota perdagangan hasil bumi, hasil perikanan dan hasil 
pertanian. Saat Ini Pemerintah kota Makassar lebih serius menggarap sektor 
pariwisata, berbagai promosi sebagai upaya menarik minat wisatawan dalam dan 
luar negeri, berbagai kerjasama ekonomi dan kegiatan – kegiatan nasional 
maupun internasional di laksanakan di Kota Makassar. Semuanya dilakukan 
dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah 
Pajak hotel kemudian menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. 
Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar, 
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Penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan dan penurunan tiap 
tahunnya, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1 di bawah ini ; 
Tabel 1.1 








1 2011 34.823.238.000,00 35.009.580.609,00 100,54% 
2 2012 42.000.358.000,00 37.706.182.022,00 89,78% 
3 2013 43.000.000.000,00 44.517.581.341,00 103,53% 
4 2014 75.164.615.000,00 50.533.548.736,00 67,23% 
5 2015 81.208.967.000,00 50.128.251.234,00 61,72% 
 
Hasil pengamatan diketahui telah terjadi presentase target dan realisasi 
penerimaan pajak hotel dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami 
fluktuasi. Pada Tahun 2011 presentase capaian sebesar 100,54%, tahun 2012 
mengalami penurunan sebesar 10,76% dibandingkan tahun sebelumnya, Tahun 
2013 mengalami kenaikan sebesar 13,75% dibandingkan tahun sebelumnya, 
Tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 36,30% dibandingkan tahun sebelumnya 
dan pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 5,51% dibandingkan tahun 
sebelumnya. Penerimaan Pajak Hotel akan berdampak pada realisasi PAD Kota 
Makassar dari tahun ke tahun. 
Beberapa faktor seperti sanksi perpajakan dan pengawasan petugas 
pajak (fiskus) kepada wajib pajak, memiliki kemungkinan mempengaruhi 
kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Faktor Tax Payer atau wajib 
pajak adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak baik dari dalam diri 
maupun dari dalam lingkungan yang mempengaruhi wajib pajak untuk membayar 
pajaknya. Bagi petugas pajak faktor-faktor tersebut bersifat Uncontrollable 
karena itu pengetahuan faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak ini 
merupakan input penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.  
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Berangkat dari penjelasan yang ada, merupakan suatu hal yang menarik 
untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat judul penelitian “Analisis Faktor- 
faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 
2011 – 2015“. 
 
1.2   Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah tersebut dapat disusun pertanyaan penelitian 
sebagai berikut ;. 
1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel 
di Kota Makassar? 
2. Apakah pengawasan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar? 
3. Apakah sanksi perpajakan,dan pengawasan petugas pajak (fiskus) 
kepada wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan 
pajak hotel di Kota Makassar? 
 
1.3   Tujuan Penelitian  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar Tahun 2011 – 2015. 
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan 
pajak hotel di kota Makassar  
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan petugas pajak (fiskus) kepada 
wajib pajak terhadap penerimaan pajak hotel di kota Makassar  
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan dan pengawasan petugas 
pajak (fiskus) kepada wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak hotel di kota Makassar 
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1.4   Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya  
2. Kegunaan Praktis 
Diharapkan dapat memberikan informasi tentang sejauh mana 
pemerintah kota Makassar dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel  
3. Kegunaan Kebijakan  
Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi/pertimbangan bagi 
pemerintah kota Makassar khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota 
Makassar dalam merumuskan kebijakan - kebijakan yang berkaitan 
dengan pengelolaan Pajak Hotel. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, 
masing – masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai 
berikut ‘.  
BAB I      : PENDAHULUAN  
Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II       : TINJAUAN PUSTAKA 
Berisikan landasan teori yang berkaitan dengan faktor-faktor wajib 






BAB III      : METODE PENELITIAN 
Berisikan waktu dan tempat penelitian,metode pengumpulan data, 
jenis dan sumber data,populasi dan sampel. 
BAB IV      : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Berisikan pembahasan mengenai gambaran umum Kabupaten 
Makassar dan pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel,hasil kuisioner 
dari responden,uji asumsi klasik,uji regresi linier berganda,uji 
parsial,uji simultan,uji R-square,dan pembahasan hasil analisis data. 
BAB 5       :PENUTUP 
Berisikan kesimpulan atas pembahasan masalah,saran-saran yang 
diberikan kepada pihak terkait serta keterbatasan penelitian 






2.1  Landasan Teori  
2.1.1.  Pengertian Pajak 
Pajak adalah kewajiban menyerahkan kekayaan ke kas negara yang 
disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memeberikan 
kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang 
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik 
dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum 
(Djajadiningrat, yang di kutip oleh Priantara (2014:1) 
Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 1991 dalam 
putra,2013:19) 
Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayar 
oleh penduduk sebagai sumbagan wajib kepada negara atau pemerintah 
sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:658) 
Definisi pajak secara resmi yang di muat dalam undang – undang KUP 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 
selanjutnya dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
perubahan ketiga atas undang – undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada 
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negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebsar besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Dari defenisi diatas terdapat beberapa kesimpulan mengenai cirri-ciri 
yang melekat pada pengertian pajak ; 
1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah berdasarkan undang – undang serta aturan 
pelaksanaannya. 
2. Pemungutan pajak dapat di paksakan karena didasarkan pada undang 
–undang. 
3. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kotra prestasi langsung.  
4. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor 
swasta ke sektor negara. 
5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 
maupun pembangunan. 
6. Selain fungsi budgetair yaitu fungsi untuk mengisi kas negara yang 
diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan, pajak juga berfungsi mengatur atau melaksanakan 
kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (regulair). 
 
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak 
Menurut Priantara (2013:4), secara umum fungsi dari pajak terbagi 




1. Fungsi Budgetair (Pendanaan). 
Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu 
pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara 
optimal berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini 
disebut utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. 
Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak 
merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak 
banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan di gunakan untuk 
membiayai pengeluran – pengeluaran negara. 
2. Fungsi Regulair (Mengatur). 
Fungsi ini disebut juga sabagai tambahan yaitu pajak yang di gunakan 
sebagai alat untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang 
keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi 
pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan 
dana bagi pemerintah. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi regulair 
pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal 
dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh 
Bank Sentral (Bank Indonesia). Berikut ini contoh penerapan pajak sebagai 
fungsi mengatur ;. 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin 
mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga 
harga jualnya barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas 
barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba lomba 
mengkonsumsi barang mewah atau untuk mengambil kekayaan dari 
orang yang mampu konsumsi barang mewah karena yang mampu 
membeli barang mewah adalah orang mampu. 
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b. Tarif pajak ekspor adalah 0 % bertujuan untuk mendorong hasil 
produksi barang atau penyerahan jasa keluar negeri sehingga dapat 
memperbesar cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan 
lapangan kerja dalam negeri. 
c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah 
tertentu bertujuan untuk mendorong investasi strategis dan pemertaan 
serta percepatan pembangunan. 
Widyaningsi (2013:3) juga menambahkan fungsi pajak yaitu : 
1. Fungsi stabilitas. 
Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga 
(melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat di kendalikan. 
2. Fungsi Redistribusi. 
Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan 
keadlian dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam 
pengenaan pajak. Contohnya dalam penghasilan,semakin besar jumlah 
penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak terutang. 
3. Fungsi Demokrasi. 
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. 
Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat Pengawasan pemerintah kepada masyarakat 
pembayar pajak. 
Berhubung pemungutan pajak dikarenakan atas sebagian kekayaaan 
atau pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan atau laba suatu badan 
ke kas negara melalui berdasarkan wewenang pemerintah yang di berikan oleh 
undang-undang,maka di dalam penyusunan undang-undang dan peraturan 
perpajakan harus memperhatikan beberapa asas. Asas perpajakan yang sangat 
terkenal sampai saat ini adalah yang berasal dari Adam Smith (dalam Priantara 
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2013:5),bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yang di kenal 
dengan nama “Four common of taxation “ atau “The four maxims”. 
1. Asas Kesamaan atau Keadilan (Equality). 
Asas ini berkaitan dengan keadilan,dimana pemungutan pajak dilakukan 
secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan WP dan 
tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar pajak. 
Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan jika kita tidak 
membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan 
manfaat dari membayar pajak kepada WP yang membayar walaupun timbal balik 
tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung. 
2. Asas Kepastian (Certainty). 
Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-
wenang.Pajak bukan asumsi melaikan sesuatu yang pasti,oleh sebab itu dengan 
asas ini diharapkan WP dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang 
terutang,dapat memperhitungkan besarnya pajak terutang secara pasti,dapat 
membayarkan dan melaporkan pajak terutang sebelum jatuh tempo. 
3. Asas Kenyamanan (Convenience). 
Maksud dari asas ini adalah WP membayar pajak tidak dalam kondisi 
yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi 
WP untuk membayarkan pajak.Lebih jelasnya dapat diartikan bahwa 
pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut 
Pay as You Earn. 
4. Asas Ekonomi (Economy). 
Biasa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan 




2.1.3 Pengelompokan Pajak 
Terdapat pembagian atau penggolongan pajak serta jenis - jenis pajak. 
Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu 
kriteria,seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain,siapa yang memungut,serta sifat-sifat yang 
melekat pada pajak yang bersangkutan. Menurut Priantara (2013:6) berikut ini 
adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria di atas. 
1. Menurut Golongan;. 
a. Pajak Langsung. 
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP 
yang berkaitan membayar pajaknya.Ini artinya WP yang bersangkutan 
yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat di 
alihkan kepada pihak lain. 
b. Pajak Tidak Langsung. 
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan 
ke pihak lain. 
2. Menurut Sifat. 
a. Pajak Subjektif. 
Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama 
diperlihatkan adalah subjek pajaknya.setelah subjeknya diketahui barulah 
menentukan objeknya. 
b. Pajak Objektif. 
Pajak objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama di 





3. Menurut Lembaga Pemungut. 
a. Pajak Pusat. 
Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan pemerintah pusat dalam 
hal ini kementerian keuangan yakni DJP 
b. Pajak Daerah. 
Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah 
daerah.pajak daerah di bedakan antara pajak provinsi dan pajak 
kabupaten/kota. 
2.1.4  Sistem Pemungutan Pajak 
Terdapat 4 (empat) sistem pemungutan pajak menurut Mansury dalam 
Priantara (2013:7);. 
1. Official Assesment System. 
Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung 
besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungutan atau 
aparatur pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari 
aparatur pajak, hutang timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur 
pajak. Dengan berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada 
aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur 
pajak. 
2. Self Asesment System. 
Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya 
pajak terutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus bersifat aktif 
menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. 
Petugas pajak (fiskus) tidak ikut campur dalam perhitungan besarnya pajak 
terhutang kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya 
pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena insiatif kegiatan dan 
peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparatur pajak 
dalam hal WP menyalahi aturan. 
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3. Full Self Assesment System. 
Sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak 
terutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajaknya.Petugas pajak (fiskus) tidak turut ikut campur dalam 
penentuan besarnya pajak berutang.Seperti halnya self assessment berhasil 
atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif dan 
peran dominan berada pada WP. 
4. Semi Full Self Assesment. 
Sistem pemungutan pajak campuran antara self assesment dan official 
assessment.    
 
2.1.5 Asas-Asas Pemungutan pajak. 
 Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan 
pajak (Waluyo, 2008:16), yaitu ;. 
1. Asas Domisili (Tempat Tinggal). 
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 
seluruh penghasilan. Wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik yang 
berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak 
yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia dikenakan pajak 
atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia. 
2. Asas Kebangsaan.  
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 
kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap 
orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang 
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bersangkutan tanpa memandang apakah bertempat tinggal didalam negeri 
ataupun diluar negeri. 
3. Asas  Sumber.  
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 
penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat 
tinggal wajib pajak. 
 Dalam pencapaian tujuan negara, pemerintah perlu memegang asas-
asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh 
keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih 
diperlukan. Waluyo (2018:13) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk 
diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak, diantaranya yaitu ;. 
1. Asas Equity. 
Suatu sistem perpajkan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa 
yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan 
setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. 
2. Asas Revenue Productivity. 
 Asas ini merupakan asas yang berfokus pada pemerintah. Dalam hal 
pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai 
pembangunan, maka dalam pemungutannya harus selalu memegang teguh atas 
produktivitas penerimaan. 
3. Asas Ease of Administration. 
 Asas ini sangat penting baik untuk petugas pajak maupun wajib pajak. 
Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak enggan 
membayar pajak dan bagi petugas pajak, akan menyulitkan dalam mengawasi 




4. Asas Certainty. 
 Asas Certainty (Kepastian) menyatakan bahwa dalam hal ini wajib pajak 
harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus 
dibayar, serta batas waktu pembayaran. 
5. Asas Convenience. 
 Asas Convenience (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat 
pembayaran, pajak hendaklah memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat 
menerima gaji atau penghasilan lain. Asas ini juga bisa dilakukan dengan cara 
membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara 
berangsur-angsur setiap bulan. 
6. Asas Efficiency. 
 Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi petugas pajak 
pemungutan, dimana pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang 
dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban 
wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari 
sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien ketika biaya yang 
dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya bisa seminal mungkin. 
7. Asas Simplicity. 
 Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan 
mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu 
undang – undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan. 
8. Asas Neutrality. 
 Asas Netralitas mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi baik 





2.1.6.  Syarat Pemungutan Pajak  
 Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan, maka harus 
memenuhi beberapa syarat (Brotodihardjo, 2003 dalam maulana, 2013:24), 
yaitu;. 
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat 
yuridis). 
3. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis). 
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial). 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 
Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan 
kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang 
dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh 
masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan Pengawasan. Beberapa landasan 
yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak adalah ; 
1. Teori Asuransi. 
Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh 
masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika 
rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara 
kenyataanya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang harus di bayar dan jasa 
yang diberikan tidak ada hubungan langsung. 
2. Teori Kepentingan. 
 Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing 
orang. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-
masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk 
perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Teori ini dikenal 
sebagai Benefit Approach Theory. 
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3. Teori Gaya Pikul. 
Teori ini menekankan pada asas keadlilan, bahwa pajak haruslah sama 
besarnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar 
besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau 
pembelanjaan seseorang. 
4. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak). 
Teori  ini memandang dari sudut pandang rakyat, membayar pajak 
kepada negara merupakan bukti rasa baktinya rakyat/warga kepada negaranya. 
5. Teori Asas Daya Beli. 
Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, 
melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik ini 
sebagai dasar keadilannya. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap 
sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan buka 
pula untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang 
meliputi keduanya. 
 
2.1.7 Faktor Wajib Pajak.   
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian faktor adalah 
keadaan atau  peristiwa yang ikut mempengaruhi terjadinya sesuatu sedangkan 
wajib pajak dijelaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah yaitu ”wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah”. 
Faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak beberapa diantaranya 
adalah faktor demografi, kesadaran perpajakan, sikap wajib pajak terhadap 
prioritas pembangunan daerah, pendapatan wajib pajak tentang sanksi denda 
dan pendapat wajib pajak terhadap Pengawasan tugas pajak (fiskus). 
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2.1.7.1 Sanksi Perpajakan. 
Menurut Mardiasmo (2013:59), “sanksi perpajakan merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perjakan (norma perpajakan) 
akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma 
perpajakan”. 
Dari teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo di atas, jelas bahwa sanksi 
perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi para wajib pajak untuk 
melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak yang 
dapat bersifat memaksa. 
 “Pemungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat merupakan 
pungutan yang bersifat memaksa. Sifat memaksa memang harus ada dalam 
pajak. Jika tidak,bisa dipastikan tidak ada seorang pun rela membayar 
pajak”.(Burton:103). 
Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah Self Assesment, 
yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung 
jawab kepada masyarakat WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya terhadap Negara. Dari beberapa 
penjelasan di atas menyebutkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh 
terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. 
2.1.7.2 Pengawasan Petugas Pajak (Fiskus) kepada Wajib Pajak. 
Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai 
hubungan yang erat dengan fungsi – fungsi manajemen lainnya, terutama 
dengan fungsi perencanaan.  
Suwanto (2000:133) dalam bukunya Manajemen Modern menyatakan 
“Fungsi pengawasan yaitu fungsi pengawasan harus terlebih dahulu 
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direncanakan, maka pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada 
perencanaan/rencana, pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan 
dilakukan secara baik dan tujuan baru dapat diketahui dan tercapai dengan baik 
atau tidak setelah pengawasan atau pengukuran dilakukan“ 
Nawawi (2008) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, 
mengatakan bahwa “manusia merupakan motor penggerak, tanpa manusia 
organisasi tidak akan berfungsi…..Oleh karena itu, kompetitif atau tidak 
eksistensi suatu perusahaan tergantung atau ditentukan oleh manusia, yang 
sangat penting artinya dalam menghadapi perubahaan lingkungan bisnis 
sekarang dan dimasa datang. Setiap perusahaan tidak dapat menolak fakta 
bahwa SDM merupakan faktor sentral dalam upaya mewujudkan eksistensinya 
berupa tercapainya tujuan bisni yakni keuntungan dan manfaat lainnya”. 
Menurut Mardiasmo (2013:8), “ada beberapa hal yang menghambat 
pemungutan pajak, diantaranya yaitu sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau 
dilaksanakan dengan baik”. 
Agar tujuan tersebut tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan 
dilakukan sebelum terjadi penyimpangan – penyimpangan sehingga lebih bersifat 
mencegah (preventif control) dibandingkan dengan tindakan pengawasan 
sesudah terjadi penyimpangan (repressive control). 
 
2.1.8 Pajak Daerah. 
2.1.8.1 Pengertian Pajak Daerah.  
Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 
2009 menjelaskan bahwa, “pajak daerah secara umum adalah kontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapat mendapat imbalan secara 
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langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
Pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah setelah 
mendapatkan persetujuan DPRD serta tidak boleh bertentangan dengan pajak 
dan kebijakan pemerintahan pusat. Sebelum disahkan menjadi peraturan daerah 
tentang pajak daerah,pemerintahan daerah harus memberitahukan kepada 
pemerintahan pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari adanya pemungutan pajak ganda pada objek pajak yang sama. 
Oleh karena itu penetapan pemerintahan pusat maupun pajak daerah diatur 
dalam perundang-undangan.  
Dari definisi dan penjelasan pajak daerah sebagaimana yang telah 
diuraikan,dapat disimpulkan bahwa ;. 
1. Pajak Daerah adalah Pajak yang diserahkan pengelolahanya oleh 
pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. 
2. Penyerahan pajak daerah berdasarkan undang-undang. 
3. Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintahan 
pusat. 
4. Pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
2.1.8.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.  
 Setiap kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan 
penerimaan PAD harus dilandaskan pada dasar hukum yang telah ada. 
Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan daerah. Dasar 
hukum sebagai landasan untuk memungut pajak daerah sebagai berikut ;. 
a. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
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c. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. 
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem 
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan 
Lain-lain. 
f. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan 
Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dibidang pajak daerah. 
2.1.8.3 Tolak Ukur Penilain Suatu Pajak Daerah.  
 Pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggabungkan 
ukuran-ukuran, anatara lain ;. 
1. Hasil (Yield). 
Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai 
layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, 
pertumbuhan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya 
pemungutan. 
2. Keadilan (Equity). 
Pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama 
antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang 
sama. Harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya 
ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada 
kelompok yang lebih sedikit memiliki sumber daya ekonomi. 
3. Daya Guna Ekonomi (Economic Eficiency). 
 Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya 
guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan 
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pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau 
menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak. 
4. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a 
Revenue Source). 
Dalam hal ini, berarti harus jelas kepada daerah mana suatu pajak 
haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama 
dengan tempat akhir beban pajak. Pajak daerah hendaknya jangan 
mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan 
pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan 
tata usaha pajak daerah. 
5. Kemampuan melaksanakan (Ability to Implement). 
Hasil dari adanya kemampuan melaksanakan administrasi ini seharusnya 
dapat terlihat dalam hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan 
daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah dibandingkan 
dengan potensi penerimaannya menunjukkan bahwa daerah memiliki 
kemampuan untuk melaksanakan suatu pungutan. 
2.1.8.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah. 
Pajak daerah hanya terbatas pada pajak yang belum dipungut oleh 
pemerintahan pusat. Sebaliknya Negara juga tidak diperkenankan untuk 
memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan 
bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki 
pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. 
Ada beberapa jenis pajak daerah yang dikemukakan oleh Priantara 
(2013:536) 
1. Pajak-pajak Provinsi terdiri dari ;. 
a. Pajak kendaraan bermotor (PKB). 
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b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). 
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 
d. Pajak air permukaan. 
e. Pajak rokok. 
2. Pajak-pajak Kabupaten/Kota terdiri dari;. 
a. Pajak hotel. 
b. Pajak restoran. 
c. Pajak hiburan. 
d. Pajak Hotel. 
e. Pajak penerangan jalan. 
f. Pajak mineral bukan logam. 
g. Pajak air tanah. 
h. Pajak sarang Burung Wallet. 
i. PBB Pedesaan dan perkotaan. 
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah, Kota Makassar 
berpedoman pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Restribusi Daerah dan PERDA Kota Makassar No 3 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah dan Restribusi Daerah Kota Makassar. Jenis-jenis pajak daerah 
Kabupaten/Kota yang di pungut di Kota Makassar terdiri dari ;. 
1. Pajak Hotel. 
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanaan yang disediakan oleh hotel 
dengan pembayaran , termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 
sifatnya memberikan kemudahaan dan kenyamanaan, termasuk fasilitas 
olahraga dan hiburan. Berdasarkan PERDA Kota Makassar No 3 Tahun 2010 
tentang pajak hotel bahwa,yang dimaksud pajak hotel adalah pungutan yang 
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dilakukan daerah terhadap Pengawasan hotel. Objek pajak hotel adalah 
Pengawasan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa 
penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahaan 
termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan subjek hotel adalah orang 
pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau 
badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel sebesar 10% (persen). 
2. Pajak Restoran. 
Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas Pengawasan restoran. 
Berdasarkan PERDA Kota Makassar No 3 Tahun 2010 tentang pajak restoran 
menjelaskan bahwa, objek pajak restoran adalah Pengawasan yang disediakan 
oleh restoran, adapun Pengawasan yang dimaksud adalah penjualan makanan 
dan atau minuman yang dikonsumsi pembeli baik yang dikonsumsi di tempat 
Pengawasan atau di tempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau 
badan yang membeli makanan dan atau minuman di restoran. Tarif pajaknya 
sebesar 10% (sepuluh persen). 
3. Pajak Hiburan. 
Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. 
Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau 
keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh 
setiap orang dengan dipungutkan bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas 
untuk berolah raga. Berdasarkan PERDA Kota Makassar No 3 Tahun 2010 
tentang pajak hiburan, menjelaskan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa 
penyelengaraan hiburan dengan dipungut biaya.Subjek pajak hiburan adalah 
orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan sebesar 
10% (sepuluh persen) untuk pertunjukan film, kesenian, kontes kecantikan, 
sirkus, bilyar, pacuan kuda, dan pertandingan lain, 35% (tiga puluh lima persen) 
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untuk karaoke, diskotik dan klub malam, 5% (lima persen) untuk kesenian rakyat 
dan 15% (lima belas persen) untuk panti pijat dan refleksi. 
4. Pajak Reklame. 
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 
adalah benda, alat pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak 
ragamnya untuk tujuan komersial, di pergunakan untuk memperkenalkan, 
menganjurkan, atau menguji suatu barang, jasa atau barang untuk mencari 
perhatian umum kepada suatu barang,yang di dengarkan dari suatu tempat 
umum kecuali yang perlukan yang di dengarkan dari suatu tempat umum kecuali 
yang di perlukan oleh pemerintah. Berdasarkan PERDA Kota Makassar No 3 
Tahun 2010 tentang Pajak Reklame menjelaskan bahwa objek Pajak Reklame 
adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi, reklame melekat (stiker), 
reklame berjalan (termasuk pada kendaraan) reklame udara, reklame apung, 
reklame suara, reklame film/slide,dan reklame peragaan. Subjek Pajak Reklame 
adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Tarif Pajak 
Reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk produk rokok dan atau 
minuman beralkohol, dan 25 % dua puluh persen untuk reklame lainnya. 
5. Pajak Penerangan Jalan. 
Adalah pajak penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di 
wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya di bayar 
oleh pemerintah daerah. Berdasarkan PERDA Kota Makassar No 3 Tahun 2010 
tentang pajak penerangan jalan menjelaskan bahwa objek penerangan pajak 
adalah penggunaan tenaga listrik baik yang di hasilkan sendiri maupun di peroleh 
dari sumber lain. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10 
% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, 
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pertambangan minyak bumi dan gas alam, tariff pajak penerangan jalan 
diterapkan sebesar 3 (tiga persen) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan 
sendiri , tarif pajak penerangan jalan di tetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima 
persen). 
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan. 
Berdasarkan PERDA Kota Makassar No 3 Tahun 2010 menjelaskan 
bahwa, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam 
dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Obyek pajak mineral bukan 
logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan. Subyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi  
atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif  pajak 
mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima 
persen).  
7. Pajak Air Tanah . 
Yang dimaksud pajak air tanah berdasarkan PERDA Kota Makassar No 3 
Tahun 2010 adalah pajak pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Di 
kecualikan dari obyek pajak air tanah adalah ;.  
a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar 
rumah tangga,pengairan pertanian dan perikanan rakyat,serta 
peribadatan. 
b. Pengambilan dan atau pemanfaataan air tanah lainnya yang diatur 
dengan peraturan Walikota. 
Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah di tetapkan 
sebesar 20 % (dua puluh persen). 
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8. Pajak Sarang Burung Walet. 
Berdasarkan PERDA Kota Makassar No 3 Tahun 2010 menjelaskan 
bahwa yang di maksud pajak sarang burung wallet adalah pajak atas 
pengambilan dan pengusaha sarang burung wallet. objek pajak sarang burung 
wallet adalah pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet.Tarif 
sarang burung wallet di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
Berdasarkan PERDA Kota Makassar No 3 Tahun 2010 menjelaskan bea 
perolehan atas tanah dan bangunan adalah Bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan di pungut pajak hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak adalah 
perolehan hak atas tanah dan bangunan.Subjek adalah orang pribadi atau badan 
yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.Tarif pajak di tetapkan sebesar 
5% (lima persen). 
 
2.1.9 Pajak Hotel. 
2.1.9.1 Pengertian Pajak Hotel. 
Pajak Hotel adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber 
pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi tragis dalam hal pendanaan 
pembiayaan daerah. Pajak Hotel adalah pajak atas Pengawasan yang 
disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 
bayaran yang mencakup juga motel,gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan 
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak hotel adalah Pengawasan 
yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,termasuk jasa penunjang 
sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahaan termasuk 
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fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan subjek hotel adalah orang pribadi atau 
badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang 
mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel sebesar 10% (persen). 
2.1.9.2. Dasar Hukum Pajak Hotel. 
 Setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan 
penerimaan PAD harus dilandaskan pada dasar hukum yang telah ada. 
Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan daerah. Dasar 
hukum sebagai landasan untuk memungut pajak daerah sebagai berikut ;. 
a. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah.  
b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
c. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. 
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan 
Pendapatan Lain-lain. 
f. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan 
Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dibidang pajak daerah. 
Berdasarkan PERDA Kota Makassar No 3 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah  dijelaskan mengenai nama,objek dan subjek pajak 
Hotel ;. 




2. Objek Pajak Hotel adalah Pengawasan yang disediakan hotel dengan 
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel 
yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk 
fasilitas olahraga dan hiburan. 
3. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, 
facsimile, teleks, internet, fotokopi, Pengawasan cuci, 
setrika,transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau 
dikelola hotel. 
4. Tidak termasuk objek Pajak hotel adalah ;. 
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya. 
c. Jasa tempat tinggalo dipusat pendidikan atau kegiatan 
keagamaan. 
d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, 
panti asuhan, dan pati sosial lainnya yang sejenis. 
e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan 
oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 
5. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan 
hotel. 
6. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang 
mengusahakan hotel. 
 
2.1.9.3  Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran. 
 Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus 
dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang 
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yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak 
sebagai penukaran atau penggunaan hotel, termasuk pula semua tambahan 
dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. 
 Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan 
Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang 
dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan demikian, setiap 
daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif 
pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak 
lebih dari sepuluh persen. 
 Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara Umum 
perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut ; 
Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak 
= Tarif Pajak X Jumlah Pembayaran yang dilakukan    
kepada hotel 
2.1.9.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah 
Pemungutan Pajak Hotel. 
 Masa pajak hotel ,merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 
satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan 
bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu 
bulan penuh. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu takwin, 




 Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib 
pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut 
ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel. Saat pajak terutang dalam masa 
pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi Pengawasan di hotel. 
 Pajak hotel yang terutang dipungut diwilayah kabupaten/kota tempat hotel 
berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang 
hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup 
wilayah administrasinya. 
 Adapun tata cara penggunaan bon penjualan telah diatur dalam PERDA 
No 3 Tahun 2010 sebagai berikut ;. 
1. Setiap wajib pajak hotel menggunkan bon penjualan (bill) untuk setiap 
transaksi Pengawasan restoran, kecuali ditetapkan lain dengan 
keputusan Walikota. 
2. Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud 
ditetapkan dengan keputusan walikota. 
3. Wajib pajak hotel wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) 
kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kecuali ditetapkan lain 
oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
4. Bagi wajib pajak hotel yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan 
(bill), wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti 
pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar 
oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan 
bon penjulan kepada subjek pajak, selain itu untuk kepentingan pengawasan 
terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagaian untuk 
memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat.  
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2.2  Kerangka Pemikiran 
Dalam Era otonomi daerah setiap kabupaten/kota diharapkan mampu 
untuk mengali potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka menghasilkan 
penerimaan-penerimaan guna melaksankan pembangunan yang berkelanjutan. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun diharapkan mampu 
memberikan kontribusi yang utama melalui pajak dan retribusi daerah. Pajak 
Hotel termasuk dalam pajak daerah yang menjadi andalan hampir diseluruh 
kabupaten/kota sehingga pemungutannya harus diawasi supaya penerimaan 
pajak yang dihasilkan sesuai dengan target pajak setiap tahun.  
Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak 
Hotel. Karena itu peneliti mengambil beberapa faktor tersebut untuk dijadikan 
variable penelitian yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel di Kota 
Makassar. Faktor independen yaitu sanksi perpajakan dan Pengawasan petugas 
pajak (fiskus) kepada wajib pajak, sedangkan faktor dependen adalah 
penerimaan Pajak Hotel di kabupaten Makassar. 
 
2.3     Hipotesis 
2.3.1  Sanksi Perpajakan 
 Menurut Mardiasmo (2013:59), “ Sanksi perpajakan merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi 
perpajakan  
 Dari teori yang dikemukan oleh mardiasmo diatas, jelas bahwa sanksi 
perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi para wajib pajak untuk 
melaksanakan kewajiban pajaknya, Hal ini sesuai dengan pengertioan pajak 
yang bersifat memaksa 
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 Sanksi perpajakan yang secara tidak langsung menimbulkan paksaan 
sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Berdasarkan 
hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
H1 : sanski perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di 
kota Makassar 
2.3.1   Pengawasan petugas pajak (Fiskus) kepada wajib pajak  
Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai 
hubungan yang erat dengan fungsi – fungsi manajemen lainnya, terutama 
dengan fungsi perencanaan.  
Suwanto (2000:133) dalam bukunya Manajemen Modern menyatakan 
“Fungsi pengawasan yaitu fungsi pengawasan harus terlebih dahulu 
direncanakan, maka pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada 
perencanaan/rencana, pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan 
dilakukan secara baik dan tujuan baru dapat diketahui dan tercapai dengan baik 
atau tidak setelah pengawasan atau pengukuran dilakukan“ 
Nawawi (2008) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, 
mengatakan bahwa “manusia merupakan motor penggerak, tanpa manusia 
organisasi tidak akan berfungsi…..Oleh karena itu, kompetitif atau tidak 
eksistensi suatu perusahaan tergantung atau ditentukan oleh manusia, yang 
sangat penting artinya dalam menghadapi perubahaan lingkungan bisnis 
sekarang dan dimasa datang. Setiap perusahaan tidak dapat menolak fakta 
bahwa SDM merupakan faktor sentral dalam upaya mewujudkan eksistensinya 
berupa tercapainya tujuan bisni yakni keuntungan dan manfaat lainnya”. 
Menurut Mardiasmo (2013:8), “ada beberapa hal yang menghambat 
pemungutan pajak, diantaranya yaitu sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau 
dilaksanakan dengan baik”. 
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Agar tujuan tersebut tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan 
dilakukan sebelum terjadi penyimpangan – penyimpangan sehingga lebih bersifat 
mencegah (preventif control) dibandingkan dengan tindakan pengawasan 
sesudah terjadi penyimpangan (repressive control). 
H2 : Pengawasan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak berpengaruh 
terhadap penerimaan Pajak Hotel di kota Makassar 
2.3.3. Sanksi perpajakan dan Pengawasan petugas pajak (fiskus) kepada 
wajib pajak  
 Kedua faktor yaitu sanksi perpajakan dan pengawasan petugas pajak 
(fiskus) secara parsial memiliki pengaruh pada penerimaan Pajak Hotel. Namun 
secara bersama – sama kedua variable ini juga memberikan pengaruh terhadap 
penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar 
H3 : Sanksi perpajakan dan Pengawasan petugas pajak (fiskus) kepada 








3.1   Rancangan Penelitian 
3.1.1  Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian ekplanatif. Dimana 
dalam skripsi ini menjelaskan sebab akibat antar variable terikat (dependen) 
dengan variable bebas (independen). Penelitian Eksplanatif adalah penelitian 
yang bermaksud menjelaskan kedudukan variable variable yang diteliti serta 
hubungan satu variable dengan variable lainnya 
3.1.2  Lokasi dan waktu penelitian  
 Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan untuk menyusun 
skripsi ini, penelitian dilakukan survey dengan menyebar kuisioner pada wajib 
Pajak Hotel di kota Makassar 
3.1.3   Populasi dan sampling 
 Populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Hotel yang terdaftar 
dalam dinas pendapatan daerah Kota Makassar. Sampel adalah bagian dari 
populasi yang di harapkan dapat mewakili populasi penelitian. Teknik 
pengambilan sampel yang di gunakan adalah simple random sampling. 
Sampel di ambil secar acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam 
populasi (Sekaran 2011:278). Sampel yang tepat untuk penelitian adalah lebih 
dari 30 kurang dari 500 (Roscoe dalam sekaran) 
3.1.4  Jenis dan Sumber data  
Jenis yang digunakan adalah Data kuantitaf adalah data yang terdiri dari 
angka – angka yang meliputi laporan realisasi pendapatan asli daerah, data wajib 
Pajak Hotel dan lain lain 
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Sumber data dalam penelitian ada dua : 
1. Data Primer; 
Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari hasil 
kuisioner responden wajib pajak yang telah disusun terlebih dahulu  
2. Data Sekunder;  
Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari dinas 
pendapatan daerah Kota Makassar 
3.1.5   Metode pengumpulan data 
 Teknik yang di gunakan dalam memperoleh data – data yang di perlukan 
adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian lapangan  
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung 
pada tempat penelitian dengan cara menggunakan 2 metode ; 
a. Daftar perttanyaan (kuisioner), dilakukan untuk memperoleh data 
primer. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memeberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Skala 
pengukuran yang di gunakan adalah skala likert. Skala likert 
digunakan untuk megukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 
atau sekelompok orang tentang fenomena social (uma sekaran, 
2009:152). Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban dari 
setiap pertanyaan kuisioner diberio skor 1 – 5 . Skor 5 merupakan 
nilai skor tertinggi dan skor 1 merupakan nilai skor terendah dengan 
gradasi skor dari sangat positif sampai sangat negative. Penilaian 
skor misalnya dapat di jelaskan sebagai berikut 
 Jawaban sangat setuju diberi skor = 5 
 Jawaban setuju diberi skor = 4 
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 Jawaban netral di beri skor  = 3 
 Jawaban tidak setuju diberi skor = 2 
 Jawaban sangat tidak setuju diberi skor = 1 
b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalu dokumen dokumen 
yang menyangkut wajib Pajak Hotel dan penerimaan Pajak Hotel di 
Kota Makassar 
2. Penelitian Pustaka; 
Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
mengumpulkan dan mempelajari literature dan tulisan tulisan yang 
berhubungan dengan masalahyang di bahas, dimaksudkan untuk 
memperoleh landasan teori yang akan di gunakan dalam membahas 
masalah yang akan di teliti 
3.1.6   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 Variabel adalah suatu konsep yang beragam atau bervariasi. Variabel-
variable dalam penelitian ini meliputi variable dependen dan variable independen. 
Variabel dependen adalah variable yang dipengaruhi oleh variable lain yang 
sifatnya tidak dapat berdiri sendiri sedangkan variable independen adalah 
variable yang mempengaruhi variable lain yang sifatnya berdiri sendiri. Variable 
dependen dalam penelitian adalah penerimaan Pajak Hotel kabupaten Makassar. 
Penerimaan  Pajak Hotel adalah besarnya Pajak Hotel yang di terima oleh suatu 
daearh. Variable independen dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakn dan 
pelayanan petugas pajak (fiskus) 
 Sanksi perpajakan adalah ancaman terhadap pelanggaran suatu norma 
perpjakan yang dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Hal ini 
secara tidak langsung aklan memberikan keadaan di mana wajib pajak mau 
membayar pajak karena merasa terancam oleh sanksi yang akan di berlakukan 
apalagi melanggar norma perpajakan. 
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Pelayanan petugas pajak (fiskus) adalah ,melayani dengan memerikas, 
membantu ,mengutrus atau menyiapkan keperluan yang di butuhkan wajib pajak. 
Indikator penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan petuga pajak (fiskus) 
kepada wajib pajak antara lain petugas pajak (fiskus) telah memberikan 
pelayanan pajak dengan baik, dalam menentukan pajak ketetapan tarifnya telah 
adil, penyuluhan yang di lakukan oleh petugas pajak (fiskus) dapat membantu 
pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib  pajak, petugas pajak 
(fiskus) senantiasamemperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang 
dikenakan, cara memebyar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien 
 
3.2    Metode analisis 
3.2.1  Alat analisis 
 Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuntitatif, yaitu menganalisis pengukuran faktor faktor yang memepengaruhi 
penerimaan Pajak Hotel yang diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan 
menggunkan tabel tabel tertentu. Guna memudahkan analisi, maka digunakan 
program Statistikal Package for the social Sciens (SPSS) for windows. Untuk 
mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variable bebas (independent variable) 
terhadap variable terkait (dependent variable) maka penelitian ini menggukan 
model regresi linear berganda (Multiple Linear Regression Method) 
3.2.2   Uji Asumsi Klasik  
 Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi 
menunjukkan hubungan yang signifikan dan representative . Uji Asumsi klasik 





a. Uji Multikolinearitas 
 Uji asumsi klasik jenis ini diterpakan untuk analisis regresi berganda yang 
terdiri dari dua atau lebih variable bebas (independen). Uji ini merupakan bentuk 
pengujian untuk asumsi dalam analisi regresi berganda. Asumsi multikolinearitas 
menyatakan bahwa variable independen harus terbebas dari gejala 
multikolinearitas. Penelitian dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai 
VIF (Variance Inflation Factor) < 10 dan nilai tolerance . 0,10  
b. Uji Heteroskedastitas 
 Dalam persamaan regresi berganda perlu juga di uji mengenai sama atau 
tidaknya varian dari residual dari observasi yang satu dengan yang lain. Jika 
residualnya mempunyai varian sama disebut Homoskedastisitas,dan jika 
variansnya tidak sama disebut terjadi Heteroskedastisitas.persamaan regresi 
yang baik jika tidak terjadi Heterokesdastisitas 
c. Uji Normalitas 
 Pengujian ini akan menguji variabel bebas (X) dan data variabel terikat 
pada (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan.Berdistribusi normal atau tidak 
normal.Persamaan regresi dikatakan baik apabila mempunyai data variabel yang 
bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama 
sekali.Data tersebut dikatakan normal apabila mempunyai probalitas >0,05 
d. Uji Autokorelasi 
 Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 
autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut tidak layak untuk 






3.3  Pengujian Hipotesis 
a. Uji f. 
 Uji f pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistic 
bahwa seluruh pengaruh independen berpengaruh bersama-sama terhadap 
variabel dependen, dengan hipotesis untuk menunjukkan apakah semua variabel 
bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel bebas.Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Ho :β1 = β2 = β3 =o,yaitu tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat 
Ha:β1, β2, β3 ≠ o,yaitu ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
 Uji f dapat dilakukan dengan membandingkan antara probabilitas (sig) > α 
(0.05), maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh secara parsial dari variabel 
independen terhadap variabel dependen.Jika probabilitas (sig) < α (0,05) maka 
Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara parsial dari variabel independen 
terhadap variabel dependen. 
b. Uji t (Uji Parsial) 
 Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara 
individu berpengaruh terhadap variabel dependen dengan taraf signifikansi 5%. 
Langkah-langkah dalam Uji t sebagai berikut: 
1. Ho :β = 0,artinya tidak dapat berpengaruh antara variabel independen 
terhadap variabel dependen. Sanksi perpajakan dan pelayanan 
petugas pajak (fiskus) kepada parsial tidak berpengaruh terhadap 
Penerimaan Pajak Hotel. 
2. Ha :β ≠ 0,artinya dapat berpengaruh antara variabel independen 
terhadap dependen. Sanksi perpajakan dan pelayanan petugas pajak 
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(fiskus) kepada wajib pajak parsial berpengaruh terhadap Penerimaan 
Pajak Hotel. 
 Uji t dilakukan dengan membandingkan probabilitas (sig t) > α (0,05) 
maka Ho diterima,artinya tidak ada pengaruh secara parsial dari variabel 
independen terhadap variabel dependen.Jika probabilitas (sig t) < α (0.05) maka 
Ho ditolak,artinya ada pengaruh secara parsial dari variabel independen 
terhadap variabel dependen. 
c. Koefisien Determinasi (R²) 
 Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien 
determinasi antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 
dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa 
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 
tambahan satu variabel indepeden, maka R² pasti meningkat tanpa 






5.1   Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di 
kota Makassar Tahun 2011 – 2015. 
2. Pengawasan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak hotel.di kota Makassar Tahun 2011 – 
2015. 
3. Variabel sanksi perpajakan dan pengawasan petugas pajak (fiskus) 
Kepada wajib pajak secara bersama - sama berpengaruh terhadap  
penerimaan pajak hotel.di kota Makassar Tahun 2011 – 2015. 
5.2   Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peniliti memberikan 
saran sebagai berikut : 
1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) harus melaksanakan sanksi 
perpajakan secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
2. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) harus lebih meningkatkan 
pengawasan kepada wajib pajak yang terencana secara baik dan 
secara berkala. 
3. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selayaknya bekerjasama 
dengan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit untuk periode 
tertentu sebagai dasar penetapan pajak hotel agar dapat 




5.3   Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menganalisis dua variabel bebas, yaitu pengaruh 
sanksi perpajakan dan pengaruh pengawasan petugas pajak (fiskus) 
kepada wajib Pajak.  Masih terdapat kemungkinan ada variabel-
variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak 
hotel.di kota Makassar Tahun 2011 – 2015. 
2. Sampel yang dipilih hanya pada hotel bintang 2 dan bintang 3 Hal ini 
menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk 
generalisasi. 
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1. Jawablah pertanyaan - pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah 
satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda (X) pada tempat 
jawaban yang telah disediakan 
2. Apabila Bapak/ Ibu/ Saudara mengalami kesukaran dalam memahami 
pertanyaan tesebut dapat ditanyakan langsung kepada peneliti. 
3. Jawaban yang Bapak/ Ibu/ Saudara berikan tidak akan berpengaruh 
terhadap status dan kedudukan Bapak/ Ibu/ Saudara karena hanya untuk 
digunakan sebagai bahan penulisan/penyusunan skripsi S 1. 
 
DATA RESPONDEN ; 
Nama                          : ……………………… 
Alamat                        : ……………………… 
Jenis Kelamin             : ……………………… 
Umur                           : ……………………... 
Pekerjaan                   : ……………………… 
 
Keterangan: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 




Variabel X1 : Sanksi Perpajakan 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN 
SS S N TS 
ST
S 
1 Membayar pajak adalah suatu kewajiban      
2 Jika terlambat membayar pajak akan 
dikenakan sanksi 
     
3 Menurut anda, setujukah jika pemerintah 
kota memberikan penghargaan dan 
hukuman kepada para wajib pajak 
     
4 Sebagai wajib pajak saya membayar pajak 
karena takut sanksi pajak 
     
5 Sebagai wajib pajak saya memenuhi 
kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh 
orang lain 
     
 
Variabel X2 : Pelaksanaan Kewajiban Petugas Pajak (Fiskus) 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN 




Petugas pajak rajin melakukan pengawasan 
kepada para wajib pajak secara berkala 
     
2 Petugas pajak selalu menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis tentang akan 
dilakukan pengawasan  kepada wajib pajak  
     
3 Petugas pajak selalu memperlihatkan tanda 
pengenal dan surat perintah pengawasan 
kepada wajib pajak  
     
4 Petugas pajak senantiasa memperhatikan 
keberatan wajib pajak atas pajak yang 
dikenakan 
     
5 Petugas pajak senantiasa menyampaikan 
hasil pengawasan 










Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 X2, X1b . Enter 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .972 .945 .942 .56344 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
 
ANOVAa 




Regression 176.227 2 88.113 277.551 .000 
Residual 10.159 32 .317   
Total 186.386 34    
a. Dependent Variable: Y 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.591 1.138  -.519 .607 
X1 .127 .055 .190 2.315 .027 
X2 .891 .091 .804 9.809 .000 










t Sig. Collinearity 
Statistics 




(Constant) -.591 1.138  -.519 .607   
X1 .127 .055 .190 2.315 .027 .254 3.942 
X2 .891 .091 .804 9.809 .000 .254 3.942 
























Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .972a .945 .942 .56344 .705 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
 
 
